Menimbang:

Mengingat:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004

TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
Majelis Rakyat Papua, diperlukan penyesuaian hak-hak
keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua
secara lebih memadai, sehingga perlu mengubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Tahun . ..



Menetapkan:

-0

Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4461);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2004 TENTANG
MAJELIS RAKYAT PAPUA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 57 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf e
dan huruf f, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota MRP terdiri atas:
a. Uang Representasi;

b. Uang Paket;

c. Tunjangan Jabatan;

d. Tunjangan Kesejahteraan;

e. Tunjangan Keluarga; dan

f. Tunjangan Beras.

2. Ketentuan . . .
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2. Ketentuan Pasal 58 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6)
diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1) Pimpinan dan  Anggota MRP diberikan Uang
Representasi.

(2) Besarnya Uang Representasi Ketua MRP paling tinggi
90% (sembilan puluh perseratus) dari gaji pokok
Gubernur.

(3) Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua MRP paling

tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang
Representasi Ketua MRP.

(4) Besarnya Uang Representasi Anggota MRP paling tinggi
75% (tujuh  puluh lima perseratus) dari Uang
Representasi Ketua MRP.

(5) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan
Anggota MRP diberikan Tunjangan Keluarga dan
Tunjangan Beras.

(6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ()
besarnya sama dengan tunjangan yang berlaku bagi
DPRP.

3. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 59
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Pimpinan dan Anggota MRP diberikan Uang Paket.

(2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Uang
Representasi yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota MRP diberikan Tunjangan
Jabatan.

(2) Kepada Pimpinan dan Anggota Kelompok Kerja diberikan
Tunjangan Kelompok Kerja.

(3) Besarnya . . .
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(3) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling tinggi 145% (seratus empat puluh
lima perseratus) dari Uang Representasi yang
bersangkutan.

(4) Besarnya Tunjangan Kelompok Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Ketua Kelompok Kerja paling tinggi sebesar 7% (tujuh
perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRP.

b. Wakil Ketua Kelompok Kerja paling tinggi sebesar
5% (lima perseratus) dari Uang Representasi
Ketua MRP.

c. Sekretaris Kelompok Kerja sebesar 4% (empat
perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRP.

d. Anggota Kelompok Kerja sebesar 3% (tiga perseratus)
dari Uang Representasi Ketua MRP.

5. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Pimpinan MRP disediakan rumah jabatan beserta
perlengkapannya.

(2) Masing-masing Anggota MRP disediakan rumah dinas
beserta perlengkapannya.

(3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan dan/atau rumah
dinas beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

(4) Apabila Pimpinan dan Anggota MRP berhenti atau
berakhir masa baktinya, rumah jabatan dan/atau
rumah dinas beserta perlengkapannya diserahkan
kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah
Provinsi.

(5) Dalam hal Pemerintah  Provinsi belum  dapat
menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan/atau rumah
dinas Anggota MRP, kepada yang bersangkutan diberikan
tunjangan perumahan.

(6) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan
setiap bulan yang besarnya:

a. Pimpinan MRP 90% (sembilan puluh perseratus) dari
tunjangan perumahan Pimpinan DPRP.

b. Masing-masing . . .
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b. Masing-masing Anggota MRP 90% (sembilan
puluh perseratus) dari tunjangan perumahan
Pimpinan MRP.

6. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 63A yang berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 63A

Pimpinan MRP disediakan masing-masing 1 (satu) unit
kendaraan dinas.

Apabila Pimpinan MRP berhenti atau berakhir masa
baktinya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi.

7. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 64A dan Pasal 64B yang berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 64A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57, kepada Pimpinan dan Anggota MRP diberikan
penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif
dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan
dan Anggota MRP.

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar:

a. Ketua MRP paling tinggi S5 (lima) kali Uang
Representasi yang bersangkutan.

b. Masing-masing Wakil Ketua MRP paling tinggi
4 (empat) kali Uang Representasi yang bersangkutan.

c. Masing-masing Anggota MRP paling tinggi 3 (tiga) kali
Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 64B

Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota MRP
atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
dibebankan pada APBD.

Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota MRP
atas penerimaan tunjangan perumahan sebagaimana

dimaksud . . .



